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Mengingat

BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 55 TAIIUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG

NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG

a. bahwa untuk memberikan Standarisasi dan pedoman bagi

1,

aparatur penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam
melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsinya, perlu
dilakukan  penyempurnaan dan  penyesuaian Standar
Operasional Prosedur dalam memberikan pelayanan perizinan
dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu ditetapkan
Peraturan Bupati Soppeng tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Soppeng Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar
Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Soppeng;

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah TK.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun
2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan
dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko

modern.

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan
Terpadu di Daerah;

Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor
Pm86/Hk.501/Mkp/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha

Penyediaan Akomodasi;



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor
70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko

Modern;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar

Pelayanan,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6
Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan
Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman
Modal;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5
Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non

Perizinan Penanaman Modal;

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah
Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 49) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2012
tentang Retribusi Perizinan Tertentu Lembaran Daerah
Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 79) ;



Menetapkan

21.

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 20 16 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99) ;

22. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 20/PER-BUP/VII/2013

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan;

23. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pintu Kabupaten
Soppeng;

24. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 4 Tahun 2017 tentang

Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan serta Penanganan Pengaduan pada Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng;

25. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 89 Tahun 2017 tentang Izin

Pemanfaatan Ruang;

26. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 8 Tahun 2018 Tentang

Pendelegasian Kewenangan Pelayanan  Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu pintu Kabupaten Soppeng;

27. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 13 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 88 Tahun
2017 tentang Penataan dan Pembinaan pasar Tradisional Pusat

Perbelanjaan dan Toko Modern

28. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 39 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 3 Tahun 2017
tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di

Kabupaten Soppeng;
MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS ‘ PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor 6 Tahun 2017 tentang

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Jenis SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu terdiri dari:

A. Perizinan meliputi :

1.
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18.

Izin Mendirikan Bangunan ( IMB );

Surat Izin Tempat Usaha ( SITU );

Izin Usaha Industri ( IUI );

Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP );

Izin Penempatan Reklame ( IPR );

Izin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK );

Izin Pemanfaatan Hasil Hutan ;

Izin Sarana Kesehatan;

Izin Tenaga Kesehatan;

Izin Penelitian;

Izin Rumah Sewa/Kamar Kost;

Izin Usaha Perikanan;

Izin Lingkungan,;

Izin Trayek;

Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko
Modern

Izin Pemanfaatan Ruang

Surat Izin Usaha Simpan Pinjam

Perizinan bidang Penanaman Modal yang dilimpahkan untuk
diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Soppeng sebagai berikut :

Pendaftaran Penanaman Modal

Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;

Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;

Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;

Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha;

Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha;

Nowu bk wnNe=

Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha;



8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk
berbagai sektor usaha;

9. Izin Pembukaan Kantor Cabang;

10. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) bagi tenaga
kerja asing yang lokasi kerjanya diwilayah Kabupaten Soppeng;

B. Non Perizinan meliputi :
1. Tanda Daftar Perusahaan ( TDP );
2. Tanda Daftar Industri ( TDI );
3. Tanda Daftar Gudang (TDG);
4. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6
SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan

peraturan ini.
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 3 Oktober 2018

BUPATI SOPPENG,

A. KASW%G;

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 4 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2018 NOMOR 55



